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MENTERI KEUANGAN
FIEPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 I /PYIK .O2/20T3

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2OIO tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga, penyusunan rencana kerja dan anggaran
kementerian negaraflembaga menggunakan instrumen
indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2O1O tentang. Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga, instrumen dalam menelaah kelayakan anggaran
terhadap sasaran kinerja yang direncanakan antara lain
dengan menggunakan standar biaya.;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor T4
Tahun 2OL2, rencana bisnis dan anggaran badan layanan
umum disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan
akuntansi biaya berdasarkan standar biaya, untuk menjadi
bagian dari rencana ker.1a dan anggaran kementerian
negara/lembaga;

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan
anggaran kementerian negara/lembaga dan rencana bisnis
dan anggaran badan layanan umum, perlu diatur pedoman
standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi
Dala.m Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian N e gar a f Lemb aga

b .

C .

d.

e .
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 10 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor L52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor +502l', sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nomor 74 Tahui 2OI2 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor I7I, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN
INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen
rencana keuangan tahunan Kementerian NegarafLembaga
yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.

2. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial
officerl baik berupa standar biaya masukan maupun standar
biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan
dnggaran dalam penyusunan RKA-K/ L.

3. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang
ditetapkan unttrk menyusun biaya komponen keluaran
(output).

4. Standar Biaya Keluaran adaiah besaran biaya yang
ditetapkan untuk menghasilkan keiuaran (output)/
sub keluaran (sub output).
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Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi biaya
tertentu atas suatu keluaran (output)/kegiatan/program
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal (chief financial officer) sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-K/L.

Indeksasi adalah parameter penyesuaian yang digunakan
untuk menghitung kebutuhan alokasi biaya tahun yang
direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran
berikutnya yang ditetapkan oieh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal (chief financial officer) sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-K/ L:

Pasal 2

Pedoman Standar Biaya, Standar
digunakan dalam perhitungan
penyusunan RKA-K/ L.

Struktur Biaya, dan Indeksasi
kebutuhan anggaran dalam

BAB II

STANDAR BIAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Standar Biaya terdiri atas:

a. Standar Biaya Masukan; dan

b. Standar Biaya Keluaran

Bagian Kedua

Standar Biava Masukan

Pasal 4

Standar Biaya Masukan terdiri atas:

a. harga satuan;

b. tarif; dan

c. indeks.

Pasal 5

(1) Standar Biaya Masukan berlaku untuk:

a. beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; atau

b. satu kementerian negara/lembaga tertentu.



.q

(41

(2)

(3)

(1 )

(21

(3)

MENTERT KEUANGAN
*EPr:;*_'*ooNESIA

Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan Menteri
Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian
negara/lembaga.

standar Braya Masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan melalui peraturan Menteri
Keuahgan atau persetujuin Menteri Keuangan beidasarkan
usulan dari menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang
berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga.
Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disetujui oleh Menteri Keuangan dengan
mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

tertentu;

b. adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh
kementerian negara/ lembaga;

c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah
terpencil, daerah perbatasan, dan pulau terluar;
dan/atau

d. penyelenggaraan kegiatan
Indonesia di luar negeri.

perwakilan Republik

Pasal 6

Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen
keluaran (ou.tput); d,an

b. alat reviu angka dasar (baselinel.

Fungsi standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai alat reviu angka
dasar (baseline) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
'huruf b digunakan untuk menghitung alokasi kebutuhan
besaran biaya komponen keluaran (output) sebagai bahan
penyusunan pagu indikatif.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya
Masukan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi.

(1 )
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(21 Fungsi standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakin
besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

(3) Fungsi standar Biaya Masukan sebagai estimasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan
prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan
mempertimbangkan:

a. harga pasar;

b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

c. ketersediaan alokasi anggaran; dan

d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 8

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam
men]rusun RKA-K/L menggunakan standar Biaya Masukan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Dalam rangka penyusunan RKA-K/L, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan
satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan
pada:

a. harga pasar; dan

b. satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga/ instansi teknis yang berwenang.

(3) Penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap satuan biaya
yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi
pejabat negara, pegawai negeri,. dan non pegawai negeri
yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin
kementerian negara/ lembaga.

(4) Penggunaan satuan biaya masukan lainnya yang
menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana
ilimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan
Menteri Keuangan

(5) Penggun4 anggaran/kuasa pengguna anggaran
bertanggung jawab.atas kesesuaian penggunaan Standar
Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materiaf
terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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(6) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya
masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah
kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan anggaran,
pemimpin satuan kerja badan layanan umum dapat
menetapkan Standar Biaya Masukan

(2) Penetapan Standar Biaya Masukan oleh pemimpin satuan
kerja badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari
penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum;

b. merupakan komponen biaya dari tarif layanan; dan

c. mempertimbangkan standar biaya pasar.

(3) Satuan biaya bagi satuan kerja badan layanan umum
berupa:

a. satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau
fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan
pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai satuan keda
badan layanan umum; dan

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar
negeri,

mengacu pada ketentuan Standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Biava Masukan

(4) Standar Biaya Masukan untuk kegiatan yang sumber
dananya tidak berasal dari penerimaan negara bukan pajak
badan layanan Llmum, mengacu pada ketentuan Standar
Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 5 dan
satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8.

Pasdl 1O

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan
y€ir:g ditetapkan oleh pemimpin satuan kerja badan layanan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
merupakan estimasi yang dapat dilampaui, dengan
mempertimbangkan:



i AL'ilF$,iTfis3ilE3;X
- 7  -

a. harga pasar;

b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. ketersediaan alokasi anggaran; dan

d. prinsip'ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 1 1

(i) Pemimpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung
jawab atas kesesuaian penggunaan Standar niuy"
Masukan, dan bertanggung jawab atas kebenaran formal
dan material terhadap satuan biaya masukan lainnya
dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran.

(2) Pengawasan atas penggunaan standar Biaya Masukan dan
satuan biaya masukan lainnya dilakukan oleh unit
pengawasan internal badan layanan umum dan aparat
pengawas intern pemerintah kementerian negaraf rg.mbaga
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam hal satuan kerja badan layanan umum belum
menetapkan standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), satuan kerja badan rayanan umum
menggunakan standar Bia}4a Masukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan/atau satuan biaya hasukan lainnya
sebagaipana dimaksud dalam pasal g.

Pasal 13

Pedoman Standar Biaya Masukan
dalam Lampiran I yang merupakan
dari Peraturan Menteri ini.

sebagaimana tercantum
bagian tidak terpisahkan

(1 )

Bagian Ketiga

Standar Biaya Keluaran

Pasal 14

Standar Biaya Keluaran terdiri atas:
a. indeks biaya keluaran; dan
b. total biaya keluaran.

Indeks biaya keluaran sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a me.rupakan Standar Biaya Keluaran
menghasilkan satu volume keluaran (autput).

(2) pada
untuk
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Totai biaya keluaran sebagaimana dimaksud pada
huruf . b merupakan Standar Biaya Keluaran
menghasilkan total volume keluaran (output).

pasal 15

Penyusunan standar Biaya Keluaran dilakukan pada level
keluaran (output)/sub keluaran (sub output) yang menjadi
tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga.
Keluaran (autput)/swb keluaran (sub output) yang dapat
diusulkan menjadi standar Biaya Keluaran. 

".u"g-"i*rn.dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria sebagai berikut:
a. bersifat berulang;

b' mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur;
dan

c. mempunyai komponen/tahapan yang jelas.

Pasal 16

(1) Standar Biaya Keluaran berlaku untuk:
a. beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga; atau
b. satu kementerian negara.f lembaga tertentu.

(2) standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan Menteri
Keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian
negara/'lembaga.

(3) standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan dingan peraturan Mehteri
Keuangan berdasarkan usulan dari menteri/pimpinan
lembaga atau pejabat yang berwenang ut". nama
menteri/ pimpinan lembaga.

Pasal 17

Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui;
b. referensi penyusunan prakiraan maju;
c. bahan penghitungan pagu indikatif kementerian

negar a f lembaga; dan / atau
d. referensi pen]rusunan Standar Biaya Keluaran untuk

keluaran (autputl sejenis pada kementerian negaraf
lembaga yang berbeda.

ayat (1)
untuk
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pasal 18

!1lam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya
Keluaran berfungsi sebagai estimasi.

Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat diiampaui,
antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau
penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.

(3) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memperhatikan har-hal sebagai
berikut:

a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan;

b. ketersediaan alokasi anggaran; dan

c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efekti f i tas.
(4) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memerrukan revisi ,..rgg"..n, pelaksanaannya
mengacu pada ketentuan dalam peraturan Menteri
Keuangan mengenai revisi anggaran.

pasal 19

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyusun
Standar Biaya Keluaran dan *..rgrr"ilkannya kepada
menteri / pimpinan lembaga.

Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang
atas nama menteri/pimpinan lembaga mengusulkan
standar Biaya Keluaran kepada Menteri Kiuangan
c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Penyusunan standar Biaya Keluaran menggunakan
Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8.
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
bertanggung jawab atas kesesuaiat pE.rggrnaan standar
Biaya Masukan dan bertanggung jawab- ^tr" kebenaran
formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya
masukan lainnya dalam penyusunan Standar Biaya
Keluaran

Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran bersama kementerian
negara/lembaga melakukan penelaahan atas usulan
Standar Bfaya Keluaran

(4)

(s)
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Pasal 2O

(1) Pemimpin satuan kerja badan rayanan umum dapat
menyusun standar Biaya Keluaran untuk alokasi anggaran
yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan
layanan umum dan mengusulkannya kepada menteri/
pimpinan lembaga.

(21 Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang
atas nama menteri/pimpinan lembaga mengusulkan
standar Biaya Keiuaran- kepada tvtenteri ii";;il;;
c.q.. Direktur Jenderal perbendaharaan

(3) Pen5rusunan standar. Biaya Keluaran menggunakan standar
Biaya Masukan dan/atau satuan biaya masukan lainnya
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. bagi satuan keda badan layanan umum yang telah

menetapkan standar Biaya Masukan, penyusunan
standar Biaya Keluaran menggunakan stindar Biaya
Masukan sebagaimana dimhksud. dalam pasal 9; atau

b. bagi satuan kerja badan layanan umum yang belum
menetapkan Standar Biaya Masukan, penyusunan
standar Biaya Keluaran menggunakan standar Biaya
Masukan sebagaimana dimaksud" dalam pasal s
dan/atau satuan biaya masukan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasit g.

(4) Pemimpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung
jawab atas kesesuaian pengguhaan standar Biaya vrasJt<an
dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material
terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya dalam
pen5rusunan Standar Biaya Keluaran.

(5) Berdasarkan usulan standar Biaya Keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal perbendaharaan bersama satuan kerja
badan layanan umum melakukan penelaahan atas usulan
Standar Biaya Keluaran

(6) Direktorat Jenderal perbendaharaan menyampaikan hasil
penelaahan sebagaimana dimaksud pada:"y"1 (5) kepada
Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 2 1

Direktorat Jenderal Anggaran mengajukan usulan Standar
Biaya Keluaran berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan pasar 20 ayat 101 untut<
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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pasal 22

(1) Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas
lglggunaan stand.ar Biaya Keluaran dul"* penyusunan
RKA-K/L.

(2) Pengawasan atas penggunaan standar Biaya Keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dilaklkan .p.r^t
pengawas intern pemeriniah kementerian negaraflembaga
se suai dengan ketentuan peraturan perundang-prr6".rgu.r.-

Pasal 23

Pemirnpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung
jawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran daram
penyusunan RKA-K/L.

Pengawasan atas penggunaan standar Biaya Keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukln oleh unit
pengawasan internal badan layanan umum dan aparat
pengawas intern pemerintah kementerian negara/le-u"g"
sesuai dengan ketentuan peratuian perundanglundangan.

pasal 24

Kementerian Keuangan dan/atau kementerian
negara/lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi
penerapan Standar -Biaya Keluaran iesuai dengan
kewenangannya.

Monitoring dan evaluasi penerapan standar Biaya Keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. realisasi anggaran; dan

( 1 )

(2)

(1 )

(2)

b. komponen/tahapan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dapat digunakan sebagai bahan pertimbarrgr'
untuk penyusunan dan penetapan standar Biaya Keluaian
tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 25

Pedoman Standar Biaya Keluaran
{aQm Larnpiran II yang merupakan
dari Peraturan Menteri ini.

sebagaimana tercantum
bagian tidak terpisahkan
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BAB III

STANDAR STRUKTUR BIAYA DAN INDEKSASI

Pasal 26

Dalam rangka mendukung efisiensi dlokasi biaya dalam
penyusunan RKA-K f L, Menteri Keuangan menetapkan:
a. Standar Struktur Biaya; dan

b. Indeksasi.

pasal 27

(1) standar struktur Biaya merupakan batasan besaran atau
persenrase yang antara lain berupa:
a. lotal biaya pendukung terhadap total biaya dalam suatu

keluaran (output) I kegiatan/ program tertentu;
b. y1"u. biaya tertentu terhadap total biaya pendukung

dalam keluaran (output)/kegiatan/program tertentu; dan
c' unsur biaya tertentu terhadap total biaya keluaran

( output) I kegiatan / program tertentu.
standar struktur Biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi sebagai acuan untuk menyusun
komposisi pembiayaan suatu keluaran (oitput)l
kegiatan/ program tertentu.

selain berfungsi sebagai acuan untuk men)rusun komposisi
pembiayaan suatu keluaran(output)lkegiatan/progr.-
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2],, standar
struktur Biaya berlaku sebagai '"r^r pada tahap
pelaksanaan anggaran.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, kementerian
negara/lembaga dapat melakukan perubahan komposisi
pembiayaan suatu keluaran(output)lkegiatan/progra*
sebagaimana dimaksud pada ayat 

-(2) 'dengan 
ketentuan

sebagai berikut:

a. untuk menjamin capaian kinerja kementerian
negaraf lembaga berkenaan; dan

b. mempertimbangkan d.spek efisiensi dan efektifitas.
Perubahan atas komposisi pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai kewenangannya
dengan mengacu pada peraturan Menteri xeuangan
mengenai revisi anggaran.

(2)

(3)

(4)

(s)
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(6) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaporkan
perubahan komposisi biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat
Jenderal Anggaran.

(7) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggung
jawab atas kesesuaian dan ketepatan penggunaan standar
Struktur Biaya, serta kebenaran formar dan materiar
termasuk perubahan komposisi biaya yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) Pengawasan kepatuhan atas penggunaan standar struktur
Biaya dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah
kementerian negara/lembaga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Indeksasi merupakan alat yang digunakan untuk
penghitungan kebutuhan anggaran dalam kerangka
pengeluaran j angka menengah.

Indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh kementerian negaraf rembaga atau Kementerian
Keuangan untuk menyusun penghitungan anggaran dasar
{baseline) dan inisiatif baru (neu initiatiue)

Penggunaan indeksasi dalam penghitungan anggaran dasar
(baseline) sebagaimana-dimaksud pada ayat (2J dilakukan
untuk menyesuaikan perhitungan kebutuhan besaran
biaya keluaran (output) pada tahun anggaran yang
direncanakan dan .prakiraan maju tahun anggaran
berikutnva.

Pasal 29

Pedoman standar Struktur Biaya dan Indeksasi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pedoman Standar Biaya, Struktur Biaya, dan Indeksasi yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk
penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2014.

(2)

(3)
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Pasal 3 1

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2OI3
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D,W. MARTOWARDOJO

angkan di Jakarta
tanggal 3 April 2OL3

I HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

TAHUN 2013 NOMOR 537
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W
PEDOMAN STANDAR BIAYA, STUKTUR BIAYA,
INDEKSASI DALAM PEI.IYUSUNAN RENCANA KERJA
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DAN
DAN

A.

#lilsfrLi'iHAIESil
PEDOMAN STANDAR BIAYA MASUKAN

Latar belakang

Standar Biaya Masukan merupakan salah satu instrumen yang digunakan
untuk rrienghasilkan biaya komponen keluaran (output) pada level masukan
(input). Dasar pertimbangan penetapan Standar Biaya Masukan adalah:

l. untuk mendukung terlaksananya prinsip ekonomis dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaralLernbaga (RKA-K/L);

2. adanya beberapa barang/jasa yang harganya tidak tersedia di pasar;

3. bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang terdapat di pasar
sehingga diperlukan pengaturan agar diperoleh barangljasa dengan kualitas
dan harga yang layak, wajar, tidak mewah dan hemat;

4. penyetaraan perlakuan jenis dan besaran satuan biaya dalam penyusunan
RKA-K lL; dan

5. perlunya alat untuk memudahkan penyusunan RKA-K/L.

Pokok-Pokok Pengaturan Standar Biaya Masukan

1. Jenis Standar Biaya Masukan

Jenis Standar Biaya Masukan dapat diklasifikasikan berdasarkan:

a. Bentuk

Berdasarkan bentuknfra, Standar Biaya Masukan terdiri dari:

Harga Satuan yaitu nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output);

Tarif yaitu nilai suatu jasa yAng ditentukan pada waktu tertentu untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran (output); dan '

3) Indeks yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan bebErapa
barangljasa masukan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran
(output)

b. Dasar Penetapan

Berdasarkan penetapannya, Standar Biaya Masukan terdiri dari:

1) Standar Biaya Masukan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Keuangan.

2l Standar Biaya Masukan yang ditetapkan melalui persetujuan Menteri
Keuangan

c. Ruang Lingkup

Berdasarkan ruang lingkupnya, Standar Biaya Masukan terdiri dari:

1) Standar Biaya Masukan ya11g berlaku pada satu kementerian
negara/lembaga; atau

2\ Standar Biaya Masukan yang berlaku pada beberapa/seluruh
kementerian negara/ lembaga.

B .

1 )

2l
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ngsi Standar Biaya Masukan

Llam penyusunan 
-RKA-K/L, standar Biaya Masukan berfungsi sebagai

:.::,T,:1*r*,i^ :::l1T.'.qlr":ilkan biaya r.o-fo""n keluara n (output) dant reviu angka dasar (baserine), dengan penjerasan sebhgai berikut:
Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluara n (output)
Satuan biaya sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Keuanganmengenai Standar Biaya Masukan dan surat persetujuan MenteriKeuangan merupakan bitas tertinggi, yang artinya besaran tersebut tidakdapaf 

.dilampaui. Ketentuan tersebJt uertitcu untuk seluruh penJrusunan.penghitungan biaya komponen keluaran (output)meliputi yan; bersumberdari:

1) Rupiah murni;

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk penerimaan Negara BukanPajak Badan Layanan umum khusus untuk satuan r<J4a BadanLayanan umum yang berum menetapkan standar biaya .Jrrdiri d.r,s.tandar biaya yang menambah penghasilan/fasilitas serta perjalanan
dinas dalam negeri dan luar negeri); dan

3) Pinjaman/hibah dalam dan luar negeri (kecuali dalam naskahperjanjian pinjaman/hibah diatur terseniiri).
Alat reviu angka dasar (baseline)
standar Biaya Masukan digunakan oleh kementerian negara/lembaga
sebagai salah satu alat unluk mereviu angka dasar atas komponenmasukan (input) dari keluaran (output) berlair'ut. proses reviu tersebutdilakukan dengan 

-melakukan penyesuaian standar Biaya Masukan padakomponen biayl.kelu_aran loitpitl prakiraan maju tahun sebelumnyadengan Standar Biaya Masukan iatrun yang direncanakan.
Hasil reviu tersebut oleh Kementerian Keuangan dan KementerianPerencanaan/Bappenas dapat digunakan sebagii bahan penyusunan
pagu indikatif.

. rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan berfungsi
i batas tertinggi dan estimasi, dengan penjerasan sebagai berikut:

Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi, berarti besarannya tidakdapat dilarnpaui. Standar Biaya Masukan senl"gai batas tertinggi terutama
terkait dengan satuan biaya yang menambah penghasilan ;;;/;,""
fasilitas pegawai/ rlotr p.g"*^i.

1-tuan biaya uang harlan perjalanan dinas dalam negeri untuk provinsi
KI Jakarta per-hari adalah Rpl0,- (sepuluh rupiah) maka satuan biaya

ang dicantumkan dalam RKA-K/L dan digurr"k"r, dalam pelaksanaan
nggaran paling tiriggi sebesar Rpi0,- (sepuhih rupiah).
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b' Standar Biaya Masukan sebagai estimasi, berarti besaran standar BiayaMasukan dapat dilampaui deigan *.-p"riimbangkan harga pasar yaqgberlaku, proses pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang_undangan, ketersediaan alokasi anggaran, serta memperhatikan prinsipekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
Contoh:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan,besaran standar biay3 pengadaan pakaian dinas pegawai adalah sebesarRp10,- (sepuluh rupiahf. pada saat perat 
""rr..r, 

anggaran, ternyata hargapasar yang paling ekonomis adalah sebesar Rp11,- f"-.u"t.s rupiah), maka.proses pengadaan pakaian dinas diperkena.rka' dengan harga Rp11,_(sebelas rupiah) sepanjang telah memenuhi prinsip ekonomis, efisiensidan efektifiras, ketersediaan alokasi arrgga.;;-;;';.;;;"';"gadaannya
dilakukan sesuai dengan p,eraturan piiundang-undangan. Sebaliknya,apabila harga- pasar Rpg,- lsemb,ilan rupiah) maka pengadaandilaksanakan dengan harga Rp9,- (sembilan rupiah) sebaga.i upayake menterian ne gara / le mbag-a untuk me laksanakan eii sien si an ggaran.

Pengusulan standar Biaya Masukan untuk mendapatkan persetujuanMenteri Keuangan

Saiah satu bentuk standar Biaya Masukan berdasarkan penetapannyaadalah Standar Biaya Masukan yang ditetapkan meralui persetujuan MenteriKeuangan' Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan siandar BiayaMasukan yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan MenteriKeuangan tentang Standar Biaya Masukan.
Kriteria satuan biaya ySrg dapat diusurkan dengan mempertimbangkan hal_hal antara lain sebagai Uerit<ui: 

' ------_-- --^'t

a' tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
b' adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh kementeriannegara/lembaga; o

c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil, daerahperbatasan, pulau terluai; aa"r, / atau
d' penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Proses pengusulan Standar Biaya Masukan dimaksud adalah sebagai
ber ikut :  

urrr tqr \oqq qud'r

a' Standar Biaya Masukan diusulkan oreh menteri/pimpinan iembaga ataupejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan rembaga danditujukan kepada Menteri Keuangan.
b' Usulan dimaksud d"isertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
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1) Latar belakang

Menguraikan tentang:
a) urgensi satuan 

!i1va yang diusulkan dikaitkan dengan tugas fungsidan pencapaian kinerja klmenterian negara/lembaga.
b) maksud dan.tujuan penetapan satuan biaya dalam pelaksanaantugas fungsi dan pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga.

2) Dasar hukum

Menguraikan 
- tentang ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasarusulan jenis dan besaian satuan biaya.

3) Hasil Kajian

Menguraikan tentang:
a) apakah relevansi jenis satuan biaya

keluaran (output)yang ingin dicapai.
b) kapan satuan biaya tersebut diterapkan.
c) kepada siapa satuan biaya tersebut diterapkan.
d) mengapa satuan biaya tersebut diperlukan.
e) bagaimana dasar perhitungan atau justifikasi besaran satuan biayayang diusulkan disertai dengan data aukung yang diperlukan.
f) bagaimana dampak penetapan jenis dan besaran standar biayaterhadap 

l:T,gan, 
angga*r, ylrrg *.rrrU.U.ni alokasi anggarankementerian negara/ lembaga.

4) Kesimpulan

Menguraikan 
!:rt"n,s. 

kesimpuran atas kajian usulan penetapan jenisdan besaran satuan biava.

yang diusulkan dengan

tuan Biaya Masukan Lainnva

g dimaksud dengan satuan biaya masukan lainnya adalah:

;*""" 
biaya yang belum ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan;

satuan biaya yang belum ditetapkan melalui persetujuan Menteri
Keuangan . '  

^  r r v r  uvLqJ  qq r r

usus penggunaan satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atauilitas pejabat negara,-pegawai negeri, f,.u.ru" mendapat persetujuan Menterilgan terlebih dahulu, melalui proses pengusulan standar Biaya
I":,^(:*"s,?:l:ll 

angka 3) Hat teisebut jusa ierlaku bagi non pegawaiv 6 q v v  q r'1 yang dipekerjakan dalam rangka 
- 

tri.l"kru,nakan tugas rutinnterian negara/ lembaga.
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C. Lain-lain

Salah satu kebijakan yang menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan yang

lebih efisien adalah kebijakan single remuneration system. Sejalan dengan hal
tersebut, kebijakan penggunaan satuan biaya honorarium perlu penegasan
pengaturan antara lain diberikan atas pelaksanaan tugas tambahan dan/atau
d.iamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara
selektif.

.Khusus untuk pembentukan tim pelaksana kegiatan, harus memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output\ yang jelas dan terukur;

2. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I

3. bersifat temporer yang pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

4. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat

negara/pegawai negeri disamping tugas fungsinya sehari-hari; dan

5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian

negaraf lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas
keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit

organisasi.

Dalam rangka penerapan kebijak an single remuneration system, keikutsertaan
pejabat n f^tuipegawai n"g"ri dalam tim pel4ksana kegiatanltim sekretariat

liaat dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya lnanya diperkenankan
menerim^ horrotu.rium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Kementerian NegaralLembaga yang bersangkutan paling

banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan;

2. pejabat Eselon III/ry, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bYttt}y"

hanya d.iperkenankan *"n.ri*a honorarium tim yang bersumber _dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan.

Selain itu, kementerian negara/lembaga dalam melaksanaan ketentuan

Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran

sebagai berikut:

1 pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;

2. pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;

3. penerapan sewa kend.araair operasional sebagai salah satu alternatif

penyediaan kendaraan operasional.

/ /
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Biaya Masukan Lainnya

KOP kementerian
negaraf lembaga

Segera
Satu berkas
Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnva

enteri Keuangan RI

lerdasarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengaturan standar Bia13, 
. standar Struktur Biaya, dan indeksasi dalamsunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga,

n ini disampaikan hal--hal sebagai berikut :

(6)

Pe
de

1 . m rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerianra/lembaga.... ....-(2),-kami mengusurkan adanya satuan biaya masukantnya diluar yang telah ditetapkan daram p.r"tr.*-ril;;#i-n..rurrgu'
tang standar Biaya dengan rincian sebagaimana terrampir;

Lgai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan hasil kajian atasan satuan biaya dimaksud.

]radan 
usulan satuan Biaya Masukan Lainnya tersebut, kami menyatakantanggung jawab atas: 

- - -'-'

benaran formal dan materiar atas usuran Satuan Biaya Masukaninnya; dan

;"r:il:T:"si 
penggunaan dan penerapan satuan Biaya Masukan Lainnya

kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan saudara.
ian

. . . . . {8 )
NIP/ NRP (e)
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Keterangan:

1. Diisi dengan logo kementerian negaraf lembaga.

2. Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga.

3. Diisi dengan uraian nama unit Eselon I fiika yang mengajukan usul adalah
pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga).

4. Diisi dengan alamat kementerian negara/lembaga atau unit eselon L

5. Diisi dengan nomor surat.

6. Diisi dengan tanggal.

7. Diisi dengan nama jabatan menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang
berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga.

8. Diisi dengan nama menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang
atas nama menteri/pimpinan lembaga.

9. Diisi dengan NIP/NRP penandatangan surat $ika yang mengajukan usul adalah
pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga)

Salinan sesuai dengan aslinya

GI
!

.2419840210A:tNIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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PEDOMAN STANDAR BIAYA KELUARAN

A. La lakang

penjelasan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
, terdapat 3 (tiga) pilar yang diperlukan dalam sistem p.igu.rrgg aran,penganggaran terpadu (unified budget), kerangka p.rg"irr.r-an langl€
elllmedium term expend.iture framJ iork) aari Reng.rr!g"r.r, Berbasis
I PBK (performance b a.sed. bud"g eting ).
mewujudkan PBK, sesuai peraturan pemerintah Nomor 9o rahun 2010g Penyusunan 

,Rencala Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
ga, diperlukan adanya 3 (tiga) instrumen yaitu:

Nei
yai
me
Kir

Un

1.

2 .

3 .

PB

ten

me
seti
yan
itu,

pen

kei
has

Un
Re
te
m

Pen
ber
ber
Kel
me

1 .

ikator kinerja;

dar biaya; dan

;asi kinerja.

upakan .suatu pendekatan penganggaran yang bertujuan untuk
tkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivita" d".tgu.n irenekankan

penggunaan uang negara (anggaran) harus mempunyai nilai manfaat
rukur bagi peningkatan kehidupan masyarakat (uitu"io, money). u;ilt

:tlap perencanaalt anggaran harus dapat dijelaskan hubungan antara
yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai dalam
Lraran Pemerintah, yang mana kegiatan (actiuitiei) yang dibiayai harus
asilkan keluaran-(output), dan pada akhirnya gabungan dari beberapa

kegiatan dalam suatu program akan merrdukung pencapaian
me) yang diinginkan.

mewujudkan PtsK, sistem penganggaran diimplementasikan melalui
t Kerja dan Anggaran Kementerian wegara/Lembaga (RKA-K/L)

dari program, kegiatan, dan keluaran (output). Kontrak kinerja masing-
, kementerian negara/lembaga diukur padalataran keluaran kegiatan.

tan PBK diterapkan dengan cara mengubah pola penganggaran dari
masukan (input based) ke berbasis keluaran loutput 

-based) 
dan

hasil (outcome based.). Sejalan dengan hal itu, kebijakan standar Biaya
n yang difungsikan sebagai tulang punggung penerapan pBK juga
rmi beberapa perubahan, antara lain sebagai Ueiit<ut,
ilokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (output)/
keluaran (sub <>utput) kegiatan yang mempunyai keterkaitan'dengan

ksanaan tugas fungsi satuan kerja yang melekat pada struktur organisasi
enterian negaraf lembaga (money follout function);
ibilitas dalam meinilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan
, menjaga akuntabilitas (lef the manageimanage);
tasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (output and
me oriented); dan

4. f, s pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.
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Dalam penerapan PBK., manfaat Standar Biaya Keluaran adalah sebagai berikut:
1. memperbaiki kualitas perencanaan;

2. mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K /L; dan
3. memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian

keluaran (output).

B. Pokok-Pokok Pengaturan Stand ar BiavaKeluaran

1. Level dan Kriteria

a. Standar Biaya Keluaran disusun pad.a level keluaran (output)/
sub keluaran (sub output) yang .r,..r.irai tugas fungsi kementlrian
negara/lembaga.

Keluaran (output)merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Rumusan keluaran (output)
menginformasikan 3 (tiga) hal yaitu:

1) jenis keluaran (output) merupakan uraian mengenai identitas dari
setiap keluaran (output) yang mencerminkan tugas fungsi satker
secara spesifik;

2) volume keluaran (output) merupakan banyaknya kuantitas keluaran
(output) yan g dihasilkan ;

3) satuan keluaran (output) merupakan uraian mengenai satuan ukur
yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume)
keluaran (output) se suai den gan karakteristiknya.

Sub keluaran (sub output) pada hakekatnya merupakan keluaran (output).
Penyusunan Standar Biaya Keluaran pada level s.ub keluaran (sub outpul)
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya;

2) penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan
barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu keluaran (output);

3) akumulasi dari volume sub keluaran (sub output) yang ada
mencerminkan jumlah volume keluaran (output).

b. Kriteria Standar Biaya Keluaran sebagai berikut:

1) Bersifat berulang
yaitu keluaran (output)/sub
dihasiikan pada' tahun anggaran
anggaran berikutnya:

2) Mempunyai jenis serta satuan yang jelas dan terukur
yaitu berupa barangljasa yang mempunyai satuan yang jelas dan
dapat diukur secara kuantitas

keiuaran (sub output) yang akan
yang direncanakan dan tahun-tahun



F

3) Mempunyai komponen/tahapan yang jelas
yaitu berupa- rencana yang akin dilaksanakan dalam proses
pencapaian keluaran (output)/ sub keluaran (sub output).

tatan:

luaran (output)/sub keluaran (sub output)yang diusulkan menjadi Standar
ly+ Keluaran dikecualikan untuk keluaian (output)/st:,b keluaran
b output)pengadaan sarana d.an prasarana.

ntoh standar Biaya Keluaran pada ievel keluaran (output):

Prograrn : Program pendidikan dan pelatihan Aparatur
Kejaksaan

Kegiatan : Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Teknis Fungsional
oo8. output : Jumlah pendidikan dan pelatihan pembentukan

Jaksa
: Pendidikan Pelatihan
: 1 (satu)

ponen/Tahapan:

Penyusunan Peraturan Jaksa Agung Tentang Kurikulum Diklat ppJ dan
Lokasi Tempat Magang

Penyusunan Modul Bagan Ajar dan Buku panduan Diklat
. Layanan Pendidikan

. Praktek Magang

. Penyusunan Laporan Evaluasi pelaksanaan Diklat
toh standar Biaya Keluaran pada level sub keluaran (sub output):
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Pengeioiaan Anggaran Negara

Pengembangan Sistem Penganggaran

Peraturan Bidang Penganggaran

Peraturan Menteri Keuangan

I (satu)

tuan
lume

an

me

Program

Kegiatan

Output.  008.

Output:

001. PMK Tentang Tata Cara Revisi Anggaran

002. PMK Tentang Standar Biaya Keluaran

PMK Tentang Standar Biaya Masukan

Komponen/Tahapan:

011. Penyusunan Norma-Standar Biaya Masukan

O12. Pengumpulan Data Standar Biaya Masukan

013. Kalibrasi Penerapan SBM
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O74. penyusunan pMK Standar Biaya
Ol5. Sosialisasi Standar Biaya

2. Jenis

Standar Biaya- Keluaran yang diusulkan dapat berupa Total Biaya Keluaran
(TBK) atau indeks Biaya Keluaran (IBK) denian penjelasan sebagai berikut:
a. TBK merupakan standar Biaya Keluaran yang menghasilkan

total / keseluruhan volume keluaran (output) / sub keiul r ai lsub oitput).
contoh: standar Biaya Keluaran untuk pemeriksaan:
Laporan Keuangan Pemerintah pusat 10 LHP RpXXX,

b' IBK merupakan Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume
(unit) keluaran (output)/sub keluaran (sui output). :

contoh : standar Biaya Keluaran untuk layanan masyarakat:
Korban Penyalahgunaan NApzA yang 1 orang RpXXX,-
mendapatkan Rehabilitasi &
Perlindungan Sosial di panti Sosial
Pamardi Putra "Insyaf, Sumatera Utara

3. Komponen/Tahapan

Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran diperlukan adanya
komponen/tahapan, dengan tujuan untuk mengetahui:
a. proses pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub autput)yangakan

dihasilkan;

b, relevansi . terhadap pencapaian keluaran (output)/sub keluaran
(sub output), baik terhadap volume maupun kuaritasnya;

c' keterkaitan dan kesesuaian antar tahapan dalam mend.ukung pencapaian
keluaran (output)/ srab keluaran (sub output).

Secara llmtlm, komponen/tahapan dalam pencapaian suatu keluaran
(outpu.t)/sub keluaran (sub output) menggambarkan pelaksanaan fungsi
manajemen yang terdiri dari:

a. perencan aan (planning);

b. pengorganisasi an (organizing);

c. pelaksanaan (actuatingl; dan

d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan (controlting).

lal.am penyusunan Stand.ar Biaya Keluaran, komponenf tahapan berupa
aktivitas atau proses pencapaian keluaran (output)/sub k"tu"ran (sub output)
yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan. Komponen/tahapan daiam
Apiikasi standar Biaya Keluaran diberikan kode mulai dengan o11.
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ntoh: Penyusunan komponenf tahapan untuk keluaran (output) Yang
mpunyai sub keluaran (sub output):

ndidikan dan
is Keluaran (Output):

Pelatihan

b Keluaran (Sub output):
ndidikan dan Pelatihan Pemeriksaan

hapan/komponen:

1 l.Penyiapan bahan materi
2. Inventarisasi peserta

1 3.Pendaftaran peserta
1 4.Pembelajaran peserta
15.Ujian
1 6.Sertifikasi kelulusan
lT.Monitoring
lS.Evaluasi
1 g.Pelaporan pelaksanaan kegiatan

b Keluaran (Sub output):

ndidikan dan Pelatihan Ihvestigasi

apan/komponen:
1 l.Penyiapan bahan materi
1 2.Inventarisasi peserta
L3.Pendaftaran peserta
l4.Pembelajaran peserta
l5.Praktek Lapangan
16.Ujian
1 T.Sertifikasi kelulusan
l8.Monitoring
l9.Evaluasi

.Pelaporan pelaksanaan kegiatan

ik Biaya

ada masing-masing tahapan atau
arakteristik biaya yang diperlukan,
tama atau biaya pendukung. Hal
rsentase kedua jenis biaya tersebut

igunakan dalam pencapaian keluaran

Satuan
Siswa

siswa

Fungsi Perencanaan

Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Monitoring

dan Evaluasi

40 siswa

Fungsi Perencanaan

Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Monitoring
dan Evaluasi

Volume
100

60

F
F
)

F
l
}

komponen harus diidentifikasikan
yaitu mana Yang meruPakan biaYa

ini diiakukan untuk mengetahui
dari keseluruhan alokasi biaya yang
(output)/ sub keluaran (sub output).

apun perbedaan karakteristik dari kedua jenis biaya tersebut adalah:

Biaya utama merupakan biaya komponen yar.:g berpengaruh secara

langsung terhadap keluaran (output)/sub keluaran (sub outpUt).

Biaya pendukung merupakan biaya komponen yang tidak -berpengaruh

""""t"iang"rng 
ierhadap keluaran (output)/ sub keluaran (sub output).
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5. Waktu pengajuan

usulan standar Biaya Keluaran disampaikan oleh menteri/pimpinan lembagaatau yang pejabat berwenang atas nu*a menteri/pimpinan lembaga kepadaMenteri Keuangan c'q. Dir&tur Jenderal Anggaian.' K"i"rr.r-,r., mengenaibatas waktu pengusulan standar Biaya Keluaran diatur lebih lanjut melaluisurat Direktur Jenderal Anggaran

C. Penyusunan Standar Biaya Keluaran

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga dalampenyusunan Standar Biaya Keiuaran meliputi:
1' Mengindentifikasi dan mencermati keluaran (output)/sub keluaran(sub outpuf/ mengacu pada kriteria-kriteria Standar Biaya Keluaran.
2' Menentukan keluaran (output)/sub keluaran (sub outpat) yang akandiusulkan menjadi Standar eiaya Keluar:an

Catatan:

Dalam hal Standar Biaya Keluaran disusun pada level sub keluaran
(sub output), maka kementerian negara/lembaja terlebih dahulu harus
memilih keluaran (output)terdapat daLm referensi aplikasi RKA-K/L.

3' Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term of Reference (ToR) sesuai
dengan Format 1. 

J J

Dalam hal Standar Biaya Keluaran telah ditetapkan pada tahun
s'ebelumnya, kementerian negaraf Iembaga tidak perlu melampirkan
kembali KAK/TOR untuk pengusuian tahtn berikutnya sepanjang tidak
terdapat perubahan komponer, 7 tahapan.
Usulan Standar Biaya Keluaran yang berasai dari keluaran (output) yang
telah ada pada RKA-K/L, namun telum ditetapkan menjadi sianaar
Biaya Keluaran, maka kementerian negara/lembaga dapat menggunakan
KAK/TOR yang sudah ada sebelumnya untuk keluian (output)v""g sama
sebagai lampiran atas usuran standri eiu.y" Keluaran.

4' Menentukan komponen/tahapan yang benar-benar mempunyai keterkaitan
dan kesesuaian dalam pencapaian keluaran (output)isub k;i";;;;
(sub output}

5' Menentukan komponen/tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 4
sebagai biaya utama atau biaya pendukung.

6. Menlrusun Rincian Anggaran Biaya (RAB).
RAB disusun dengan cala' memasukkan rincian aiokasi anggaran yang
dibutuhkan untuk setiap komponen/tahapan. Rincian alokasi biaya
tersebut meng-a-cu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai
standar Biaya Masukan d.anf atau satuan biaya masukai. lainnya 

"y".rg
dapat dipertanggungjawabkan.
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enyusunan RAB dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rnerupakan

:lq3-f"f^l:lt:g. *onomis serta .*..,ggrr'ak4n Aptikasi Standar Biayaeluaran dengan jetan_memperhatik"n ;.;;g,rrr"* Akun 
""".rrf^ 

;fr[j;kun standar (BAS). neg disusun sesuai for*rt sebagai berikut:
SBK yang disusun pada keluaran (output):
1) Format 2 untuk SBK Total Biaya Keluaran.
2) Format 3 untuk SBK Indeks Biaya Keluaran.
SBK yang disusun pada sub keluaran (sub output):
1) Format 4 untuk SBK Total Biaya Keiuaran.
2) Format 5 untuk SBK Indeks Biava Keluaran.

alam hal kementerian negarallembaga telah melakukan monitoring danzaluasi pelaksanaan keluai"n (output)/sub keluaran (sub output)yang akanusulkan sebagai Stan-dar Biaya- Keluaran, maka hasil rnonitoring dan'aluasi pelaksanaan keluaran (output)/sub keluaran (sub'outpr.rtl dimaksudgunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan RAB st..rau. Biaya:luaran selanjutnya.

eneliti kembali 
. 
penerapan biaya, kewajaran arokasi anggaran, dan)nerapan Bagan Akun Standar dengan cara memeriksa.

kesesuaian penerapan biaya utama dan biaya pendukung;
kesesuaian jenis dan besaran biaya yang terdapat dalam standar Biaya
Masukan;

kewajaran dan, kepatutan penggunaan jenis dan besaran biaya yang
tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan; 

----J

kewajaran alokasi anggaran yang diusuikan dengan memperhatikan
komponen/tahapan yang digunakln serta volume yang akan dicapai;
dan

penggunaan akun sesuai Bagan Akun Standar.
lakukan baclatp data usulan Standar Biava Keruaran.
''ckup data usulan Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai salah satu
ta pendukrrng yang diperiukan daram p"ng.i.,u,n usulan Standar Biaya
luaran dalam bentuk Arsip Data Komputer-1Anr1 aplikasi standar Biaya
luaran.

buat rekapitulasi.usulan standar Biaya Keluaran sesuai Format 6,
pitulasi usulan Standar Biaya Keluaran digunakan sebagai alat
mtauan jenis maupun jumlah Standar Biaya Keliraran yang diusulkan.
ndatangani rekapitulasi usuran standar Biaya Keluaran dan
ajukan usulan standar Biaya Keluaran kepada Menteri Keuangan
Direktdr Jenderal Anggaran dari menteri/pimpinan lembaga atau

P:l^I?"* 
berwenang atas nama menteri/pimpinan rembaga' dengan

9.

ngkapi:
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a) KAK/TOR;

b) RAB; dan/atau

c) ADK Aplikasi Standar Biaya Keiuaran

D. Penelaahan Standar Biaya Keluaran

Penelaahan standar Biaya Keluaran merupakan kegiatan meneliti dan menilaikeluaran (output)/sub keluarT2 Fub outpitlyang diusulkan menjadi s;;;;;.Biaya Keluaran, dan menilai kewajaran t o*ponen/tahapan yang digunakandalam pencapaian keluaran (output)/sub keluaran (sub output), denganmemegang prinsip efisiensi dan efektifitas. Langkah-langkad penelaafran
Standar Biaya Keluaran adalah sebagai berikut:
1' Direktorat Jenderal.Anggaran (DJA) dalam hal ini Direktorat Anggaranr/fi/rrl

bersama kementerian negaraflembaga melaksanakan penelaahan usulan
standar Biaya Keluaran dengan rangkah-langkah sebagai terikut:
a' Usulan keluaran (output)/sub keluaran (sub output) yang berasal dari

dasar (baseline).

Mengunggah (upload/ Arsip Data Komputer (ADK) usulan standar Biaya
Keluaran ke seruer;

1) Meneliti dan menilai komponen/tahapan
pencapaian keluaran (outpuf)/sub keluaran
berlanjut dan tidak berlaniut.

yang digunakan dalam
(sub outputl, mana yang

2) Meneliti kelengkapan data pend.ukung berupa RAB yang diusulkan,
:lk. terdapat perubahan komponen/tahapan dan besaran Standar
Biaya Keluaran menjadi Standar Biaya Kelulran.
Dokumen RAB yang telah diteiiti dikembalikan kepada kementerian
negara/lembaga untuk disimpan sebagai data'penaukung penyusunan
SBK.

3)

4) Meneliti kewajaran
mempertimbangkan:

biaya komponen/tahapan dengan

a) monitoring. dan evaluasi, baik untuk rehlisasi maupun
komponen/tahapan pencapaian keruaran (output)/sub keluaran
(gun 9u@ut) yang diusulkan menjadi standar Biaya Keluaran
(apabila DJA telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
keluaran (output)/sub keluaran (sub oitput) yang akan diusulkan
menjadi standar Biaya Keluaran, mu.ka hasii monitoring dhn
evaluasi pelaksanaan keiuaran (output)/sub keluaran (sub 6u@ut)
dimaksud dapat digunakan senagai bahan pertimbangan dalam
penelaahan usulan standar Biaya Keluaran dimaksud; 

-

struktur biaya; dan

indeksasi

b)

c)



) Meneliti dan menilai komponen/tahapan
pencapaian keluaran (output)/suA keluaran
memeriksa keterkaitan, kesesuaian,
komponen/tahapan dengan keluaran
(sub output).

tslils:tT,5H3ilE3[
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usulan keluaran (outpu.t)/sub keluaran (sub output) yang berasal dariinisiatif baru (new initiafij):
1) Mengunggah (upload)A.rsip Data Komputer (ADK) usulan standar BiayaKeluaran ke seruer:

) Meneliti dan meniiai usulan keliraran (output)/sub keluaran
. (sub oy,t4ut)kegiatan dengan cara menilai kesesu"i.rr'kriteria ilil;;Biaya Keluaran yang ditetapkan;

yang digunakan dalam
(sub output) dengan cara

dan kewajaran
(output)/sub keluaran

) Meneliti kelengkapan data pendukung berupa KAK/TOR dan RAB yang
diusulkan menjadi StandaiBiaya Kelu aran;
Catatan:

Dokumen KAK/TOR dan RAB yang
Kementerian negara/ lembaga untuk
penyusunan SBK.

) Meneliti kewajaran biaya
mempertimbangkan:

komponen/tahapan dengan cara

a) relevansi detil komponen/tahapan;

b) struktur biaya.

ktorat Anggaran rll|rlm bersama kementerian negara/lembaga terkait
yep^akati hasil penelaahan dan dituangkan dalam catatan penelaahan

format sebagai berikut:

BK yang disusun pada keluaran (output):

) Format 7 untuk SBK Total Biaya Keluaran.

) Format 8 untuk SBK Indeks Biaya Keluaran.
BK yang disusun pada sub kelua ran (sub output):

Format 9 untuk SBK Total Biaya Keluaran.
Format 10 untuk SBK Indeks Biava Keluaran.

It Anggaran rlrlm mengunggah (upload.) data hasil penelaahan
standar Biaya Keluaran ke seruei, meneliti, mengoreksi hasil

laahan usulan standar Biaya Keluaran sebagaimana pada angka 2 d,an
buat rekapitulasi persetujuan usulan Standar Biava Keluaran sesuai

telah diteliti dikembalikan kepada
disimpan sebagai data pendukung

Standar
angka 3

at  11 .

orat Anggaran llillm menyampaikan rekapituiasi usulan
K9lua1an yang sudah disetuj-ui sebagaimana dimaksud pada

Direktorat Sistem penganggaran.
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Direktorat Sistem Penganggaran melaksanakan kompilasi usulan standarBiaya Keluaran dan memuuat konsep Peraturan Menteri Keuangan rentangstandar Biaya Keluaran dan menyampaikannya kepada Direktur JenderalAnggaran.

Direktur Jenderal Anggaran meneliti konsep peraturan Menteri Keuangantentang standar Biaya Keluaran beserta rampirannya dan memarafrancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang standar Biaya Keluaranserta menyampaikannya kepada Mlnteri Keuangan untuk mendapatpenetapan.

Dokumen Hasil peneiaahan standar Biaya Keluaran terdiri dari:
a' catatan penelaahan Standar Biaya Keluaran, y"ng mencakup:

1) uraian Standar Biaya Keluaran;

2) besaran Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan;
3) penempatan akun;

4) catatan;

5) tandatangan petugas penelaah dari kementerian nega raf lernbaga danDirektorat Jenderal Anggaran;

6) tandatangal Pejabat setingkat Eselon III kementerian negara/lembaga
dan Kepala Subdirektorat Arrggar"r, IIII/Iil. 

- ---o-

b. Rekapitulasi Persetujuan standar Biaya Keluaran
Rekapitulasi standar Biaya Keluaran merupakan daftar Standar Biaya
Keluaran tiap-tiap kementerian negara/lembaga yang telah ditelaah dan
disetujui Direktur Anggaran I I il / W:

E' Penyusunan dan Penelaahan Standar Biaya Keluaran Satuan Kerja BadanLayanan Umum (Satker BLU)
Ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan Standar Biaya Keluaran
dengan sumber dana yang berasal dari pinerimaan negara bukan pajak badanlayanan umum berpedoman dengan keientuan di atai, dengan pengecualian
sebagai berikut:

1' penyusunan.standar Biaya Keluaran pada ievel sub keluaran (sub output),
dapat dilakukan untuk sub keluaran (iub output)yang mempunyai jenis dansatuan yang berbeda dengan keluaran (output1.

2' usulan Stand.ar piaya Keluaran disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.
DirekturJenderalperbendaharaan. 1

3' proses penelaahan usulan standar Biaya Keluaran dilaksanakan oleh
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan u*r*,Direktorat Jenderal perbendaharaan.

4' Selanjutnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Dokumen
Hasil Penelaahan standar Biaya Keluaran kepada Direktur Jenderal
Anggaran

5 .

6

7 .
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ring dan Evaluasi Standar Biaya Keluaran

M(
Ke
pe.

He
ba

oring dan evaluasi dilakukan untuk membandingkan Standar Biayaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran dengan
:Iaan anggarannya, baik dalam bentuk rearisasi maupun
en/tahapan yang digunakan dalam proses pencapaian keluar an (output).

monitoring dan evaluasi Standar Biaya Keluaran, dapat digunakan sebagai

:,:"yj:11_1^?*3dtr 
Biaya Keluaran bagi kementerian negara/lembaga

ln Kementerian Keuangan dalam penelaahan standar Biiya 
'Keluaran

anggaran selanjutnya.
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KAK/TOR PER KELUARAIiI (OWPUI) KEGIATAN

Kementerian Ne gar a I Lemb aga

Unit Eselon I

Program-

Hasil

Unit Eselon II/Satker

Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Jenis Keluaran (output) dan Satuan Ukur

Volume

( i )

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

(e)

A . Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (to)

2. Gambaran Umup (l l)

Penerima Manfaat (i2)

Strategi Pencapaian Keluar an (output)

1. Metode Pelaksanaan (13)

2.Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (la)

Waktu Pencapaian Keluaran (outpuf) (1s)

Biaya Yang Diperlukan (16)

B.

C.

D.

E .

Penanggung jawab

(17)

(18)NIP..



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

13-

PETI..INJUK PENGISIAN KAK /TOR
PER KELUARAN (OUTPUI) KEGIATAN

KAK R merupakan gambaran umum dan penjelasan
kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan(out.

ne lembaga yang memuat latar belakang, penerima
penc ian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

mengenai keluaran
fungsi Kementerian

manfaat, strategi

iisi nama kementerian negar a I lembaga.

iisi nama unit eselon I.

iisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program.

iisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

iisi nama unit eselon IIlsatker.

iisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan.

nama jenis keluaran (outputl dan satuan ukur.

iisi jumiah volume keluaran (output) kegiatan. Volume yang dihasilkan
rsifat kuantitatif yang terukur.

ontoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.

iisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait
gsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

iisi gambaran umum mengenai keluaran (outpuf) kegiatan dan volumenya

akan diiaksanakan dan dicapai.

iisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal
menterian ne gara/ lembaga.

toh : pegawai, petani, siswa.

iisi dengan cara pelaksanaannya berup.a kontraktual atau swakelola.

iisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian

:luaran (outputl kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table)

laksanaan dan keterangan sifat komponenltahapan tersebut termasuk
iaya utama atau biaya penunjang.

iisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan.

iisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang

iperlukan dalam pencapaian keluaran (outpuf) kegiatan.

isi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon Il/Kepala satker

iisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan.
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PETUNJUK PENGISIAN RAB UNTUK SBK TOTAL BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA KELUARAN PUTPUT)

RAB K sekurang-kurangnya memuat
bia lume, satuan ukur, biaya satuan
hon ium yang terkait dengan keluaran
juml volume dan jumlah biaya keluaran

komponen/tahapan, rincian komponen
ukur dari suatu keluaran (output)seperti
(output), bahan, jasa profesi, perjalanan,
(output).

iisi nama kementerian negara/lembaga.

iisi nama unit eselon I.

isi nama program hasil restrukturisasi program.

iisi dengan hasil.yang akan dicapai dalam program.

iisi nama unit eselon II.

iisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

iisi nama keluaran (output)dan satuan ukur.

iisi volume keluaran (output). Contoh: 4 peraturan PMK, 2OO orang,

iisi dengan nama sub keluaran (sub outpr,rfl pembentuk keluaran (output)
ka ada (optional).

iisi dengan nama komponenltahapan yang digunakan dalam pencapaian
luaran (output). Contoh: stlrvey, kajian, utorkshop, sosialisasi.
nomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka

dimulai dengan 011, misalnya:

11 Komponen/tahapan A
12 Kbmponen/tahapan B
s t  .  . . . . .

iisi dengan memberikan tanda check li.st (V) untuk komponen yang
rmasuk biaya utama.

iisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang
k biaya pendukung.

iisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam tahapan-tahapan
pencapaian keluaran (outpuf) kegiatan, jika ada (optional).

iisi dgngan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar
BAS).

iisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.
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Diisi volume secara kuantitatif.

Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detil yang digunakan.

Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan).

Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor 18 dan nomor 20

Diisi informasi tambahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.

Diisi dengan aiokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian keluaran
outoutl kesiatan.

Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.

Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian

/lembaga.

Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian

Diisi nama dan NIP neiabat eselon IV dan pelaksana dari Ditien 4ngg4!4n.

Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
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PETUNJUK PENGISIAN RAB UNTUK SBK INDEKS BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OUTPUT)

RAB SBK sekurang-kurangnya memuat komponenf tahapan, rincian komponen
biaya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keluaran (output)seperti
honorarium yang terkait dengan keiuaran (output), bahan, jasa profesi, perjalanan,
jumlah volume dan indeks biaya keluaran (output).

(1 ) Diisi tahun anggaran berkenaan.

(2) .Diisi nama kementerian negara/lembaga.

(3) Diisi nama unit eseion I

(4) Diisi nama program hasil restrukturisasi program.

(s) Diisi hasil dari program.

(6) Diisi nama unit eselon II

(7) Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

(8) Diisi indikator kinerja kegiatan.

(e) Diisi nama keluaran (output)dan satuan ukur.

(10) Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.OOO siswa.

(11 ) Diisi dengan nafiIa komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian
keluaran (output) kegiatan. Contoh: survei, kajian, utorksLtop, sosialisasi.
Penomoran/kode komponen/tahapan diisi dengan menggunakan angka
yang dimulai dengan 011, misalnya:

011 Komponen/Tahapan A

OI2 Komponen/Tahapan B

ds t  .  . . . . .

(12) Diisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang

termasuk biaya utama.

(13 ) Diisi dengan memberikan tanda check list (V) untuk komponen yang
termasuk biaya pendukung.

(14) Diisi penjabaran dari komponenltahapan pelaksarLaan kegiatan, terdiri

dari akun dan detil akun yang diperlukan.

(1s) Diisi volume satuan detil akun.

( i6 ) Diisi satuan ukur detil akun, Contohnya: orangf jam,orangf hari,
orang/bulan, kegiatan, peserta, m2, km, orang.

(17) Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan).

( 18 ) Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (15) dan nomor (17)'

(1e) Diisi keterangan, mencakup situasi dan kondisi bagaimana suatu kegiatan
dapat dilaksanakan.

{20) Diisi total biaya keluaran (output).
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(2r) iisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.000 siswa.

(22r, I

(23]' iisi nama pejabat penanggungjawab kegiatan.

(24]' iisi NIP pejabat penanggungjawab kegiatan.

(2s) T
r

,iisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Kementerian
egara/lembaga.

(26) iisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(271 I
I

,iisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
egara/iembaga.

(281 iisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

(2e) iisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(30) iisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
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NJUK PENGISIAN RAB UNTUK SBK TOTAL BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA SUB KELUARAN (St/B OUTPUT)

RAB
biaya,

sekurang-kurangnya memuat
lume, satuan ukur, biaya satuan

hono yang terkait dengan keluaran
Jum lume dan jumlah biaya keluaran

komponen/tahapan, rincian komponen
ukur dari suatu keluaran (output)seperti
(output), bahan, jasa profesi, perjalanan,
(output).

isi tahun anggaran berkenaan.

i nama kementerian negara/ lembaga.

isi nama unit eselon I.

si nama program hasil restrukturisasi program.

iisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

iisi nama unit eselon II.

nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

kinerja kegiatan.

iisi nama sub keluaran (sub output)dan satuan ukur.

isi voiume sub keluaran (sub output)

ntoh: 5O orang, 33 LHP.

iisi dengan nalna komponenltahapan yang digunakan dalam pencapaian

:luaran (output) kegiatan. Contoh: survey, kajian, uorkshop, sosialisasi.

omoran/kode komponen /t{11apan diisi dengan menggunakan angka

g dimulai dengan O11, misainya:

11 Komponen/tahapan A

12 Komponen/tahapan B

iisi dengan memberikan tanda check lisf (V) untuk komponen yang

rmasuk biava utama.

iisi dengan mernberikan tanda check list (V) untuk komponen yang

masuk biaya pendukung.

iisi dengan nama sub komponen yang digunakan dalam
ada (optional).

tahapan-tahapan
pencapaian keluar an (output), jika

ii.si dengan akun yang digunakan sesuai dengan Bagan Akun Standar

iisi dengan uraian detil-detil yang digunakan.

iisi volume secara kuantitatif.
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Diisi nama satuan ukur masing-masing uraian detil yang digunakan.
Contoh: OK, OH, unit.

Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan).

Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor 19 dan nomor 2I.

Diisi informasi tarnbahan berkaitan kondisi bagaimana suatu usulan SBK.

Diisi jumlah total biaya keluaran (output) seluruh komponen/tahapan.

Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan.

Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan.

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
negara/lembaga.

Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV daq pelaksana dari kementerian
negara/lembaga.

Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
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PETUNJUK PENGISIAN RAB UNTUK SBK INDEKS BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA SUB KELUARAN (SUB OUTPUI)

RAB SBK sekurang-kurangnya memuat kompgnen/tahapan, rincian komponen
biAya, volume, satuan ukur, biaya satuan ukur dari suatu keiuaran (output)seperti
honorarium yang terkait dengan keluaran (output), bahan, jasa profesi, perjalanan,
jumlah volume dan indeks biaya keluaran (output).

Diisi tahun anggaran berkenaan.(1 )

(2) Diisi nama kementerian negaraf lembaga.

(3) Diisi nama unit eselon I

(4) Diisi nama program hasil restrukturisasi program.

(s) Diisi hasil dari program.

(6) Diisi nama unit eselon II.

(7) Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

(8) Diisi indikator kineda kegiatan.

(e) Diisi nama keluaran (output).

(10 ) Diisi nama sub keluaran (sub output) dan satuan ukur.

(11) Diisi jumlah volume satuan ukur yang dihitung. Contoh: 2.OOO siswa.

(r2) Diisi dengan narna-kornponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian

keluaran (output) kegiatan. Contoh: survei, kajian, utorkshop, sosialisasi'

Penomoran/kode komponen/tahapan diisi d-engan menggunakan angka

yang dimulai dengan 011, misalnya:

011 Komponen/Tahapan A

Ol2 Komponen/Tahapan B

ds t . . . . . .

(13 ) Diisi dengan memberikan tanda clrcck lisl (V) untuk komponen yang

termasuk biaya utama.

(.14) Diisi dengan memberikan tanda chi.eck list (V) untuk komporlen yang
termasuk biaya pendukung.

(1s) Diisi penjabaran dari komponen/tahapan pelaksanaan kegiatan, terdir!
dari akun dan detil akun yang diperlukan.

(16) Diisi volume satuan detil akun.

(r7l
-
Diisi satuan ukur detil akun, Contohnya: orangljarn,orangf hari,
orang/bulan, kegiatan, peserta, rn2, km, orang.

(18) Diisi biaya satuan ukur (biaya masukan).

(1e) Diisi jumlah biaya yaitu perkalian dari nomor (16) dan nomor (18).
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Lampiran Surat
Nomor
Tanggal

REKAPITULASI USULAN SBK

: . . . . . . .  . . . . . . . . .  ( 1 )

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 2 )

' (3)

SBK Total Biaya Keluaran

SBK Indeks Biaya Keluaran

SBK A (11)

SBK Total Biaya Keiuaran

SBK Indeks Biaya Keluaran
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PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK

(1 ) )iisi nama surat usulan SBK.

(2) )iisi nomor surat usulan SBK.

(3) iisi tanggal surat usulan SBK.

(4) )iisi nama Kementerian Negara/Lembaga dan kode bagian anggaran.

(5) iisi tahun anggaran berkenaan.

(6) )iisi nama unit eselon I dan kode unit eselon I.

(71 )iisi SBK Total Biaya Keluaran yang diusulkan.

(8) iisi jrfmlah volume keluaran (output)yang diusulkan.

(e) )iisi besaran total biaya keluaran yang diusulkan.

(10) )iisi tambd.han informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.
)ontoh: pelatihan 3O orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(11 ) )iisi SBK Indeks Biaya Keluaran yang diusulkan.

(r2) )iisi dengan angka 1 (satu).

{13) )iisi besaran indeks biaya keluaran yang diusulkan.

(14) )iisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.
)ontoh: pelatihan 1 orang dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(1s) )iisi nama jabatan penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

(16 ) )iisi nama pejabat penanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

(r7l iisi NIP pejabat pehanda tangan rekapitulasi usulan SBK.

)atatan
)alam hal rekapitulasi usulan SBK berjumlah lebih dari t halaman,
lomor (15), (16), dan (17) berada di halaman terakhir rekapitulasi SBK,
lan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang bertanggungiawab.
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CATATAN PENELAAHAN UNTUK
YANG DISUSUN PADA

TAHUN ANGGARAN

-28-

SBK TOTAL BIAYA KELUARAN
KELUARAN (OUTPUT)

( 1 )

(21

(3)

(41

(6)

(71

(8)
/ q l

(10)

Kementerian Negar a I Lembaga
Unit Eselon I
Program
Hasil
Unit Eselon II
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Jenis Keiuaran dan Satuan Ukur
Vblume Keluaran

Hasil Penelaahan :

Catatan:

(201

dalam

1 ( l s ) ( 16 ) (17)

2 .
3 .
4 .

Jumlah t18) (1e)

Ditelaale Oleh:

Disetujui Oleh:
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NJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN UNTUK
KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN

SBK TOTAL BIAYA
purPW)

iisi tahun anggaran berkenaan

[isi nama kementerian negaraf Iernbaga.

iisi nama unit eselon I.

isi nama prograrn hasil restrukturisasi program.

iisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

nama unit eselon II.

iisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

kinerja kegiatan.

iisi nama keluaran (output)dan satuan ukur.

iisi total volume keluaran (output).
ontoh: 5 peraturan PMK, 2OO orang peserta, 33 laporan LHP.

iisi nama keluaran (output).

iisi total volume keluaran (output).
ontoh: 5 peraturan PMK, 2OO orang peserta, 33 laporan LHP.

iisi besaran total biava keluaran.

iisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.

iisi kode dan uraian akun yang digunakan.

iisi jumlah biaya yarrg diusulkan untuk tiap akun.

iisi hasil penelahaan yang disetujui untuk tiap akun.

iisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan

iisi jumlah keseluruhan biaya hasil penelahaan yang disetujui.

iisi hal-hal khusus/rekomendasi terkait proses penelaahan SBK.

iisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
egataf lernbaga..

iisi tanggal penyelesaian penelaahan.

iisi tanda . tangan pejabat eseion IV dan pelaksana dari kementerian

iisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari.Ditjen Anggaran.

si tariggal penyelesaian penelaahan.

iisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
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(27) Diisi narna dan NIP pejabat eselon
kementerian negara/ lembaga.

III yang menyetujui hasil penelaahan

(28) hasil penelaahan.

(2e\ Diisi tanda tangan pejabat eselon
kementerian ne gara/ lembaga.

III yang menyetujui hasil penelaahan dari

(30) Diisi nama dan NIP
Ditjen Anggaran.

pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari

(31 ) Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.

(321 yang menyetujui hasil penelaahanDiisi tanda tangan
Ditjen Anggaran.

pejabat eselon III dari
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CATATAN PENELAAHAN UNTUK
YANG DISUSUN PADA

TAHUN ANGGARAN

n Negara/Lembaga

SBK INDEKS BIAYA KELUARAN
KELUARAN PUTPU\

( 1 )

Ke
Uni lon I

H
Uni lon II

n
Iqd Kinerja Kegiatan
tlen

(s)

(6)

Vol
eiuaran dan Satuan Ukur
Keluaran

(B)

(e)
( io)

dalamru

Ditelaah Oleh:

Disetujui Oleh:
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PETUNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBK INDEKS BIAYA
KELUARAN YANG DISUSUN PADA KELUARAN (OWPUT)

( i ) Diisi tahun anggaran berkenaan

(2) Diisi nama kementerian negarallembaga dan kode bagian anggaran

(3) Diisi nama unit eselon I

(4) Disi narna program hasil restrukturisasi program.

(s) Diisi nama hasil dari program.

(6) Diisi nama unit eselon II

(71 Diisi nama ke giatan restrukturisasi kegiatan.

(8) Diisi nama indikator kinerja kegiatan.

(e) Diisi nama keiuaran (output)dan satuan ukur.

(10) Diisi total volume keluaran (output).
Contoh: 5 PMK, 2OO orang, 33 LHP.

(1  1 ) Diisi nama keluaran (output).

(r2l Diisi dengan angka L
Contoh: 1 PMK, 1 orang, 1 LHP.

(13 ) Diisi besaran indeks biaya keluaran.

(14 ) Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.
Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari

(1s) Diisi kode dan uraian akun.

(16) Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.

(r7) Diisi hasil penelahaan yang disetujui untuk tiap akun.

(18) Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.

(1e) Diisi jumlah keseluruhan biaya hasil penelahaan yang disetujui.

(20) Diisi tentang hal-hal khusus yang terkait dengan proses penelaahan.

(21) Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
negaraf lembaga.

(22l, Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(23) Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
negaraf Lembaga.

(24) Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran'.
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Kemente rian Ne gar a f Lemb aga
Unit Eselon I
Program
Hasil
Unit Eselon II
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
JEnis Keluaran (output)
Jenis Sub Keluaran (sub oufput)dan Satuan Ukur
Volume Keluaran (output)

Hasil Penelaahan :

Catatan:

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

. A- J a -

CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBK TOTAL BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA SUB KELUARAN (SUB OUTPUI)

TAHUN ANGGARAN : ( t )

(s)
(61

(B)

(e)
1r0)

dalqm rupial

1 . ( 16 ) (17 ) (18 )

2 .
3 .
4 .

Jumlah (1e) (201

(21)

Ditelaali Oleh:

Disetujui Oleh:
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JNJUK PENGISIAN CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBK TOTAL BIAYA
KELUARAN YANG DISUSUN PADA SUB KELUARAN (SUB OUTPUT)

(1 ) Diisi tahun anggaran berkenaan

(2) Diisi nama kementerian negaraf lembaga.

(3) Diisi nama unit eselon I

(4) Disi nama program hasil restrukturisasi program.

(s) Diisi dengan hasil yang akan dicapai dalam program.

(6) Diisi nama unit eselon II.

(7) Diisi nama kegiatan hasil restrukturisasi kegiatan.

(8) Diisi uraian indikator kinerja kegiatan.

(e) )iisi nama keluaran (output).

(10 )iisi nama sub keluaran (sub output) dan satuan ukur.

(11 )iisi total volume keluaran (output).
lontoh: 5 peraturan PMK, 200 orang peserta, 33 laporan LHP.

{12 Diisi nama sub keluaran (sub output).

(13 )iisi total volume sub keluaran (sub output).
lontoh: 5O orang peserta diklat, 5 laporan LHP.

( r4 )iisi besaran total biarra keluaran.

(1s )iisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.

(16

(17 Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.

(18 )iisi jumlah biaya yang disetujui untuk.tiap akun.

(1e Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.

(20 )iisi jumlah keseluruhan biaya yang disetujui.

(21 )iisi hal-hal khusus/rekomendasi terkait proses penelaahan SBK.

(22 )iisi nama d€i.n NIP pejabat eSelon IV dan pelaksana dari kementerian
rcgaraf lembaga.

(23 )iisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(24 )iisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
tegaraf lembaga.

(2s )iisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

(26 )iisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(27 )iisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.
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(28) Diisi nama dan NIP pejabat eselon
dari Kementerian negaraf lembaga.

III yang menyetujui hasil penelaahan

(2e) Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.

(30) Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari
kementerian negara/ lembaga.

(3  i ) Diisi nama dan NIP pejabat
dari Ditjen Anggaran.

eselon III yang menyetujui hasil penelaahan

(32) Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.

(33) Diisi tanda tangan pejabat eselon III yang menyetujui hasil penelaahan dari
Ditjen Anggaran.
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CATATAN PENELAAHAN UNTUK SBK INDEKS BIAYA KELUARAN
YANG DISUSUN PADA SUB KELUARAN (SUB OUTPUI)

TAHUN ANGGARAN :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1 )

rian Negaraf Lerr:,baga
lon I

lon II

Ind r Kinerja Kegiatan

{21
(3)

AI

Ken
Uni
Pror

(71
(8)

(e)
(10)

( 1  1 )

Jen
Jen

eluaran (output)
ub Keluaran (sub output)dan Satuan Ukur

Vol Keluaran (output)

Ditelaah Oleh:

dalamru

Disetujui Oleh:
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CATATAN PENELAAHAN UNTUK
DISUSUN PADA SUB KELUARAN

SBK INDEKS BIAYA
(suB ouTPUT)

( 1 ) Diisi tahun anggaran berkenaan.

(2) -Diisi 
nama kementerian negara/lembaga dan kode-bagian anggaran.

(3) Diisi nama unit eselon I

(4) Disi nama program hasil restrukturisasi program.

(s) Diisi riama hasil dari program.

(6) Diisi nama unit eselon II

(7) Diisi nama kegiatan restrukturisasi ke giatan.

(8) Diisi nama indikator kinerja kegiatan.

(e) Diisi nama keluaran (output).

(10 ) Diisi nama sub keluaran (sub output)dan satuan ukur.

( 1  1 ) Diisi total volume keluaran (output).
Contoh: 5 PMK, 2OO orang, 33 LHP.

(r2) Diisi nama sub keluaran (sub output).

(13 ) Diisi dengan angka 1.

Con toh :  1PMK,  l o rang ,  1LHP.

(14 ) Diisi besaran indeks biaya keluaran.

(1s) Diisi tambahan informasi yang diperlukan berkaitan dengan usulan SBK.

Contoh: audit investigasi dilaksanakan dalam waktu lima hari.

(16 ) Diisi kode dan uraian akun.

(r7) Diisi jumlah biaya yang diusulkan untuk tiap akun.

( i8 ) Diisi jumlah keseluruhan biaya yang diusulkan.

(1e) Diisi jumlah.biaya yang disetujui untuk tiap akun.

(20) Diisi jumlah keseluruhan biaya yarrg disetujui.

(21) Diisi tentang hal-hal khusus yang terkait dengan proses penelaahan.

(22l. Diisi nama dan NIP pejabat eselon IV dan pelaksana dari kementerian
negara/lembaga.

(23) Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.

(24) Diisi tanda tangan pejabat eseion IV dan pelaksana dari kementerian
negaraf lembaga.

(25) Diisi nama dan N.IP pejabat eselon IV dan peiaksana dari Ditjen Anggaran.

(26) Diisi tanggal penyelesaian penelaahan.
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(27 Diisi tanda tangan pejabat eselon IV dan pelaksana dari Ditjen Anggaran.

Qe Diisi nama dan NIP pejabat eselon IiI yang menyetujui hasil penelaahan
dari Kementerian negara/ lembaga.

(2e Diisi tanggal persetujuan hasil penelaahan.

(3c Diisi
dari

tanda tangan pejabat eselon
kementerian negara/ lembaga.

III yang menyetujui hasil penelaahan

(31 Diisi nama dan NIP pejabat
dari Ditjen Anggaran.

eselon III yang menyetujui hasil penelaahan

(32 Diisi tanggal persetujuan hasii penelaahan.

(33 Diisi tanda tangan pejabat
dari Ditjen Anggaran.

eselon III yang menyetujui hasil penelaahan
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Lampiran Nota Dinas
Nomor
Tanggal

USULAN SBK YANG DISETUJUI: REKAPITULASI

Kementerian ne gara/ lembaga
Tahun Anggaran (s)

(rel
(20)

I 2 3 4 5
I Eselon I (6)

A SBK Total Biaya Keluaran

1 SBK A I7I (8) {e} (101

2 SBK B

3 SBK C

, dst

B SBK Indeks Biaya Keluaran

I SBK A ( lU (t2l (131 ( l4)

2 SBK B

3 SBK C

. dst

II Eselon f

A SBK Total Biaya Keluaran

I SBK A

2 SBK B

3 SBK C

. dst

B SBK Indeks Biaya Keluaran

I SBK A

2 SBK B

3 SBK C

. dst

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7 1
N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI USULAN SBK YANG DISETUJUI

(r IJrsl nama nota dinas persetujuan SBK.
uttst nomor nota dinas.

L,ust tanggal nota dinas.

Diisi nama kementerian negara/lembaga dan kode basian ,,r.,ssarart.

(2

(3

{4
(s Diisi tahun anggaran berkenaan.

Di.isi nama unit eselon I dan kode eselon I.

Diisi jumlah volume keruara.m
disetujui.

(sub output) yang

(6

(7

(8

(e
(1 (

Diisi besaran SBK Total Biaya Keruaran yang disetujui.
Diisi tambahan informasi V
Biaya Keluaran. Contoh: pelatihan 30 orang peserta dilaksanakan dalam
waktu lima hari.

(11 Diisi nama sBK Indeks Biaya r.rffi
(1 t Diisi dengan angka 1 (satu).

{1 : Diisi besaran SBK Indeks Biaya Keluaran yang disetujui.
( r4 Diisi tambahan informasi yang diperlukan

Biaya Keluaran yang disetujui. Contoh:
dilaksanakan dalam waktu lima hari.

berkaitan dengan SBK Indeks
pelatihan 30 orang peserta

(1s Diisi nama-Jabatan Eselon II kementerian negara/lembaga pengusJ

{16 Diisi nama Pejabat Eselon Ii kementerian negaraf rembaga pengusul.

( r7 Diisi NIP Pejabat Eselon II kementerian negara/lembaga pengusul.

(18 Diisi nama Jabatan Eselon II DJA (Direktur Anggarair tittltttl.
(1e Diisi nama Direktur Anggaran I / U I ill
(20 Diisi NIP Direktur Angga ran I I il I IL
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Catatan
Dalam hal rekapitulasi usulan SBK yang disetujui berjumlah lebih dari
satu halaman, nomor (15), (16), (17), (18), (19) dan (20) diletakkan pada
halaman terakhir dan masing-masing lembar dibubuhi paraf pejabat yang
bertanggung jawab.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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MENTERI KEUANGAN
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PEDOMAN STANDAR STRUKTUR BIAYA DAN INDEKSASI

DAR STRUKTUR BIAYA

tar Belakang

andar struktur 
fiaya merupakan salah satu alat untuk mendukung

siensi aiokasi bi.aya dalarn- penyusunan RKA-K/L melalui penilaian
wajaral komposisi biaya tertentu dari suatu keluaran 

'p;i;;;;)

giatan/program tertentu yang berupa batasan besaran atau persentase

DAN
DAN

ndar Struktur Biaya diterapkan untuk jenis keluaran (output) tertentu
g batasan-batasannya disesuaikan dengan karakteristik *..i.rg-*asing

uaran (output)/swb keluaran (sub outpit) tersebut. Dengan d";r"p;;Lndar Struktur Biaya diharapkar proporsionalitas kompoiisi iiaya atas
tu 

- keluaran (output) sejenis/serumpun dapat lebih terjamin, yang
rapkan akan dapat menyederhanakan pro"." penelaahan RNa-x/r,.

ntu.

lnitoring dan evaluasi atas penggunaan standar Struktur Biaya
laksanaan anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan
menterian negara/ lembaga sesuai kewenangannya.

il dari
rubahan

pada saat
dan/atau

a.

b.

^ monitoring dan evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan
standar struktur Biaya pada periode ..rg!rrar, tahun bJrikutnya.

kok-pokok Pengaturan

Bentuk Standar Struktur Biaya antara lain berupa batasan besaran atau
persentase dari:

total biaya pendukung terhadap total biaya dalam suatu keluaran
(output) / kegiatan / p ro gram terten tu ;
t]nsuf braya tertentu terhadap totai biaya pend.ukung dalam keluaran
(output) / kegiatan / program tertentu; dan

c. unsur biaya tertentu terhadap total biaya keluaran
(output) / ke giatan / pro gram tertentu.

Jenis dan besaran Standar Struktur Biaya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Fungsi Standar Struktur Biaya adalah sebagai acuan bagi kementerian
negara/iembaga dalam men)rusun komposisi pembiayaan suatu
llfugan (output)/kegiatan/piogram tertentu .aaum pen)rusunan
RKA-K/L dan sebagai salah Jatu alat penelaahan uniuk menilai
kewajaran pembiayq.an atas suatu keluaran (output)/kegiatan/program
{ang sejenis/serumpun. Dalam. tahap pelaksanaan anggaran, standar
Struktur Biaya tetap berlaku sebagai .",rrrr.
Dalam hal diperlukan adanya perubahan komposisi struktur biaya,
peng,guna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat melakukan
perubahan sesuai dengan kewenang..tnyi- d.engan mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur -".rg".rr"i r"uir"i 

tu..rggurrl
dengan ketentuan sebagai berikut:
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b' mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas.
Perubahan komposisi struktur biaya dilaporkan kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran ylng antara lain
menyatakan bahwa perubahan komposisi stiuktur biaya-perlu dilakukan
untuk menjamin pencapaian kinerja pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dan pengguna, anggaran/kuasa pengguna anggaran
bertanggung atas kebenaran formaf 

-dan 
material 

"tr" 
perubahan

komposisi struktur biaya tersebut.

Laporan perubahan komposisi struktur biaya kepada Menteri Keuangan
c'q' Direktorat Jenderal Anggaran digunakan sebagai bahan umpan Uatit<
bagi penyusunan kebijakan komposisi struktui biaya pada periode
penganggaran berikutnya.

5' Pengawasan kepatuhan atas penggunaan Standar Struktur Biaya
dilakukan oleh aparat pe.,.ga*ai internal masing-masing to"*""t"ii.t
negara/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan" p.r.rna.rrg-
undangan

C. Pedoman Penggunaan Standar Struktur Biava

Pada tahap awal, penerapan Standar
keluaran (outputl. penetapan besaran
jenis keluaran (outputl dalam RKA-K/L

1. Keluaran (output)Barang, yang terdiri dari:
a' Keluar an (outpuf barang infrastruktur, yaitu keluaran (output)kegiatan

yang merupakan barang berwujud dan atau berupa jaringan yang
diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor pubiik 

"g.t 
p"r"konomian

dapat berfungsi dengan baik.
contoh: jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul,
pengelolahan limbah, dan sebagainya.

b. Keluaran (output) barang non infrastruktur, yaitu keluaran (output)
kegiatan yang 'merupakan barang baik berwujud maupun tidak
berwujud yang tidak berupa jaringan yang bukan termaslk barang
infrastruktrrr.
contoh: kendaraan, softuare aprikasi dan sebagainya.

2. Keluaran (output/ Jasa, yang terdiri dari:
a. Keluaran (output)jasa regutasi/birokrasi, yaitu keluaran (output)yang

dihasilkan dari suatu kegiatan dalam rangka pembuatan peraturan
atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output)
tersebut dapat berupa norma, standar, dan lain-lhin.
contoh: undang-undang, per.aturan menteri, dan sebagainya.

b' Keluaran (output) jasa la5ranan yaitu. keluaran (output) dari suatu
kegiatan yang merupakan layanan dari suatu insta^nsi' pemerintah.
Contoh: SP2D, layanan BOS, dan sebagainya.

a. sepanJang untuk menjamin
negar a I lembaga berke naan ;

capaian kinerja kementerian

Struktur Biaya dilakukan pada level
Standar Struktur Biaya merujuk pada
yang dikelompokkan sebagai berikut:



I

)ontoh penerapan Stan
aya yang ditetapkan
rtentu adaiah sebagai i

Pengaturan batasan 1
Dalam penyusunan a
jenis kelompok, yaitu

a. Bia54a Utama ada
pencapaian suatu

b. Biaya Pendukun
pencapaian suatu

Dalam pembiayaan s
timbul adalah biave
dibatasi tidak meleLi
(outputl tertentu dil
utama atau biaya pen

Pengaturan batasan p

Perjalanan dinas/kor
dalam pencapaian ke

Pengaturan batasan p

Seiring dengan konst
yang diberikan telah
akan dihasilkan. Kon
suatu keluaran (out
alokasi honor meru
dimaksud adalah de
karakteristik keluarar

ntoh matrik pengature

I
*
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dar Struktur Biaya merujuk pada batasan komposisi
sesriai jenis dan karakteristik keluaran (output)

rerikut:

lersentase biaya pendukung yang diizinkan
nggaran, komponen biaya dibedakan menjadi 2 (dua)

lah komponen biaya berkaitan
keluaran (output) tertentu.

g adalah komponen biaya
keluaran (output) tertentu.

langsung kebijakan

yang mendukung

iuatu keluaran (output), sebagian besar biaya yang
1 . gtama. Biayq pendukung seharusnya nilainya
hi biaya utama. Penyusunan biaya suatu keluaran
rerlukan ketelitian dalam mengkategorikan biaya
dukung.

'ersentase .biaya perjalanan dinas/ konsinyering

Lsinyering harus diperhatikan tingkat keperluannya
luaran (output) yang bersangkutan.

ersentase honor yang dizinkan

>p single remuneration sgsteim, besaran remunerasi
memperhitungkan semua keluaran (output) yang

sekuensinya, alokasi honorarium untuk pembiayaan
auf) seharusnya tidak diperlukan lagi. pembatasan
pakan langkah awal guna mendutung konsepsi
ngan dilakukan pembatasan honor sesuai dengan
t (output) bersangkutan.

.n Standar Struktur Biaya adalah sebagai berikut:

",h
ii:,

lll:

+'C
l;i:
is
ix:
s

oh Biaya perjalanan
dinas yang

diperkenankan

aoh dYo gYo f^

% Biaya honorarium
Fang diperkenankan

bo/o eo/o h% k%

o/o Biaya pendukung
yang diperkenankan

cYo - F/o lo/o Io/o
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II. INDEKSASI

Latar Belakang

Penerapan Indeksasi KPJM dal,am kerangka costing (teknik perhitungan
biaya) merupakan aspek mikro dari pene."-p.n penganggaran yang melebihi
:9t,, tahun anggaran dengan menggunaku.n 

-t 
onle{"u'ggJrul bergulir.

Konsep anggaran bergulir tersebut dilaksanakan deng".t tig"";strumen yaitu
dasar (baseline), inisiatif baru (neut inisiatifl dan parameter.-
Angka Indeksasi merupakan angka parameter yang merujuk antara lain pada
angka perkiraan besaran inflasi dm kurs di iahun yang direncanakan
\tI, t2 dan t3). Angka Indeksasi tersebut disusun sesuai klasifikasi keluaran
(output) dan jenis biaya atas sebuah keluaran (output). Indeksasi KpJM
digunakan untuk menyusun prakiraan maju/pagu kebutuhan alokasi biaya
suatu dasar keluaran (output baseline) artr l.,l"iatif baru (neu initiaiifl
pada tahun anggaran yang direncanakan.
Pokok-pokok pengaturan

1. Fungsi utama Indeksasi dalam rangka perencanaan anggaran berupa:
a' Penghitungan pagu kebutuhan alokasi biaya suatu keluaran loutput)pada_tahun anggaran yang direncanakan bagi dasar keluaran loulputbaseline).

b' Penghitungan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya bagi dasar
keluaran (output baseline) dan inisiatif baiu (neut initiatifl,

2. Jenis dan besarannya indeks yang akan ditetapkan terdiri atas:
a' Indeks untuk kebutuhan keluaran (output) layanan perkantoran

belanja pegawai.

b' Indeks untuk kebutuhan keluaran (output) layanan perkantoran
belanja barang.

c. Indeks untuk komponen pendukung keluaran (output) barang
infrastruktur.

d. Indeks untuk komponen pendukung keluaran (output) barang
non-infrastruktur.

e. Indeks untuk komponen pendukung keluaran {output)iasa regulasi.
f. Indeks untuk komponen pendukung keluaran (output)iasa layanan

non-regulasi.

g' Indeks untuk komponen utama keluaran (output)barang infrastruktur.
h. Indeks untuk komponen utama keluaran (output) barang

non-infrastruktur.

i' Indeks untuk komponen utama keluaran (output)iasa regulasi.
j- Indeks untuk komponen utama keluaran (output) iasa layanan

non-regulasi.

A.

B .



t i.,.

MENTEI1I IGUANGAN
REPUELII( INDONESIA

- c -

Besaran indeks ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

aan Indeksasi

si digunakan dalam penghitungan prakiraan maju suatu dasar
luaran (output baseline)/insiatif baru (neu initiatiue) dan proses

pagu kebutuhan alokasi biaya pada tahun anggaran yang
canakan.

qjut dengan angka Indeksasi.

s penyesuaian pagu kebutuhan alokasi biaya pada tahun anggaran yang
dilakukan dengan mereviu penetapan prakiraan maju yang

ah dibuat pada tahun sebelumnya dan menyesuaikannya dengan angka
ksasi tahun berjalan.

uai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
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